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Peranan dan pentingnya larangan penggunaan surat kuasa mutlak sebagai sarana untuk membatasi
penyelundupan hukum yang sering dilakukan para pihak dalam rangka peralihan hak atas tanah tidak
terbantahkan lagi. Hal ini telah dicantumkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982
Tentang Larangan Pgnggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah. Dari Instruksi
Menteri tersebut juga dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya peraturan tersebut, surat kuasa mutlak
yang dibuat pasca berlakunya Instruksi Menteri ini tidak diakui lagi sebagai dasar peralihan hak atas tanah
dan tidak dilindungi oleh hukum keberadaannya, kecuali untuk beberapa tindakan hukum tertentu sagja.
<hr><i>Roles and the importances of prohibition using absolute power of attorney as means for limiting
smuggling law frequently done by parties in frame of transition land rights are undeniable anymore. Thisis
clearly mentioned in Home Affairs Ministry Instruction Number 14 Y ear 1982 On Prohibition Of Use
Absolute Power Of Attorney As Bases Of Transition Of Land Rights. From the regulation, it's also
concluded that after the implementation the rule, transition of land right beyond the rule is not recognized
legally anymore, except some transactions limitedly mentioned in the rule.</i>
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